BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian kali ini, penulis akan memaparkan kesimpulan yang didasarkan
pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab
sebelumnya, yakni berkaitan dengan pemaknaan dari hak prerogatif, dimana hak
prerogatif dalam sejarah perkembangannya bertujuan untuk membatasi hak-hak
raja pada zaman dahulu yang sangat absolut, dimana raja dapat ikut campur dan
menggunakan dalam persoalan-persoalan hukum privat warga negaranya. Hak
prerogatif hadir untuk membatasi kewenangan raja agar raja pada saat itu tidak
menggunakan kekuasaan nya dalam segala hal.

Penerapan hak prerogatif Presiden di Indonesia pun tidak luput dari
perkembangan. Dimana terjadi perubahan mendasar dalam hal hak prerogatif
Presiden sebelum dan setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Salah satu contohnya adalah sebelum terjadinya Undang-Undang Dasar 1945,
Presiden dapat melakukan pemberian amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi juga
secara mutlak tanpa perlu adanya intervensi lembaga lain, namun setelah
amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, merepresentasikan
Lembaga Yudikatif, dan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, merepresentasikan
Lembaga Legislatif.

Terlihat bahwa terjadi pembatasan terhadap hak prerogatif Presiden
Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Penulis berkesimpulan
bahwa hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kesewenangan dari Presiden
Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh apa yang terjadi pada masa Presiden
Soeharto, dimana Presiden Soeharto tidak mentolerir segala bentuk tindakan
subversif yang mencoba membuat instabilitas politik, pada masa orde baru.
Kekuasaan pada masa itu dibangun atas landasan kekerasan anti komunisme, dan

kejam dalam memberlakukan perbedaan pendapat. Hal tersebutlah yang
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melatarbelakangi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan

hak prerogatif presiden.

Kemudian penulis berkesimpulan bahwa sejatinya pembatasan tersebut
sejatinya merupakan pembatasan yang bersifat lebih spesifik. Dimana secara
umum, disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1944 bahwa Presiden
dapat diberikan pertimbangan maupun nasihat dari pihak-pihak, yang dengan
pertimbangan sang Presiden, ditunjuk untuk memberikan pertimbangan dan
nasehat tersebut selain untuk melancarkan Presiden dalam mengambil keputusan,
namun secara tidak langsung juga dapat berfungsi untuk menghindari Presiden dari

keputusan-keputusan yang bersifat otoriter dan semena-mena.

Serupa dengan ketentuan mengenai hak prerogatif Presiden, amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 jugalah yang melatarbelakangi perubahan
pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia dari yang semula kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat menjadi kepada rakyat. Sebelum Undang-Undang Dasar
1945 diamandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak karena kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, sekaligus sebagai
pelaksanaan kedaulatan rakyat. Atas dasar ketentuan tersebut, penjelasan Undang-
Undang Dasar 1945 menegaskan Presiden tunduk kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat oleh karena kedudukannya sebagai mandataris dari

Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setelah amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga
tertinggi dan pelaksana kedaulatan rakyat, bergeser bahwa kedaulatan rakyat
dilaksanakan dengan Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut berimbas pada
implementasi demokrasi perihal pengisian jabatan Presiden, dimana akhirnya
dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat (direct popular vote) atau
pemilihan umum. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa perubahan mengenai hak
prerogatif presiden dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah sejalan
dengan perubahan pertanggungjawaban jabatan Presiden Republik Indonesia yang

menjadi langsung kepada rakyat yang memilihnya. Hal tersebut untuk
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meminimalisir tindakan sewenang-wenang dari Presiden Indonesia terhadap

rakyat.

Sehingga, penulis berkesimpulan bahwa terjadinya pembatasan terhadap
hak prerogatif Presiden Republik Indonesia sejatinya menjadi batu loncatan yang
positif terhadap era baru dalam perkembangan republik ini. Hak prerogatif yang
pada masa orde baru sudah banyak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun
kepentingan politik dari Presiden, dapat diminimalisir dengan adanya pembatasan
tersebut. Namun pada prakteknya, hak prerogatif yang esensinya merupakan hak
istimewa dari Presiden, perlahan-lahan mulai kehilangan keistimewaannya, seiring
dengan semakin jauhnya intervensi dari lembaga negara lain dalam implementasi

dan pelaksanaannya.
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5.2 Saran

Dalam penulisan hukum ini, berkaitan dengan permasalahan hukum yang
timbul dalam skripsi ini, Penulis memberikan saran sebagai berikut: Walaupun
pengaturan mengenai hak prerogatif Presiden Indonesia terutama pasca
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas mengatur mengenai apa saja
yang menjadi hak prerogatif presiden dan yang bukan dengan tujuan untuk
meminimalisir tindakan sewenang-wenang oleh Presiden, namun beberapa hak
prerogatif, terutama dalam memilih Menteri yang merupakan keputusan mutlak
dari Presiden, perlu adanya pengurangan keterlibatan menteri yang merupakan
anggota partai politik pendukung pemerintah, yaitu partai-partai yang termasuk
dalam koalisi dalam koalisi partai pemenangan sang presiden. Sehingga seakan-
akan dalam memilih Menteri, Presiden tidaklah bertanggung jawab secara hukum
kepada negara, namun bertanggung jawab secara politik kepada partai politik

pengusung.

Selain itu, penulis juga merasa bahwa adanya intervensi dari lembaga
negara lain dalam penerapan hak prerogatif Presiden setelah amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 dapat menjadi boomerang bagi esensi dari hak prerogatif
presiden itu sendiri. Intervensi yang berlebihan dari Lembaga negara lain dapat
membuat posisi Presiden seakan-akan tunduk kepada Lembaga negara lain. Hal
tersebut meniadakan keistimewaan dari hak prerogatif Presiden seutuhnya, alih-alih

hanya menambah pengawasan terhadapnya.

Sehingga, saran dari penulis adalah dengan membuat suatu peraturan
perundang-undangan khusus yang secara spesifik mengatur sejauh mana intervensi
tersebut dapat dilakukan. Karena sejauh penelitian yang penulis lakukan, kata
‘pengawasan’ yang setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 selalu
menjadi kunci dari pergeseran makna hak prerogatif Presiden, dalam praktiknya
sudah bergeser terlalu jauh menjadi intervensi langsung yang membuat keputusan
Presiden seakan-akan tidak berarti tanpa adanya intervensi tersebut. Sehingga,
saran penulis dalam penelitian ini, adalah walaupun adanya pembatasan terhadap
hak prerogatif presiden republik Indonesia sejatinya menjadi batu loncatan yang
positif terhadap era baru dalam perkembangan republik ini, proses terjadinya

pengawasan dan pembatasan terhadap hak prerogatif presiden tersebut masih
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terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki, diantaranya adalah intervensi dari
Lembaga-lembaga negara lain yang seharusnya tidaklah terlalu dominan terhadap

penerapan hak prerogatif presiden.
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